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ABSTRAK 

 

Wakaf merupakan ibadah maaliyah yang erat kaitannya dengan pembangunan 

kesejahteraan umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, 

wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan kesejahteraan masyarakat, baik 

di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengalaman ilmu pengetahuan, 

penuntasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insan dan pemberdayaan ekonomi umat 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia. Istilah wakaf telah 

lama dikenal di Indonesia. Wakaf memiliki potensi yang cukup besar sebagai upaya  penuntasan 

kemiskinan. Namun sejauh ini belum dikelola dengan maksimal. Hal ini disebabkan minimnya 

pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Sejauh ini mereka memahami wakaf hanya sebatas 

benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang diperuntukkan untuk tempat 

ibadah, kuburan, pondok pesantren, dan rumah yatim piatu dan masyarakat belum mengenal 

adanya wakaf yang dapat diproduktifkan. Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan 

perwujudan amanat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang 

Wakaf. Kehadiran BWI adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. 

BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam 

melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung 

jawab kepada masyarakat. Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi 

yang sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif.  

Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada 

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung? dan Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum 

ekonomi syariah tentang pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi 

Lampung? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan wakaf 

produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Dan Untuk mengetahui bagaimana 

tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap pengelolaan wakaf Produktif 

pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan 

(field research) yang sifatnya deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menggambarkan 

keadaan serta fenomena yang jelas mengenai Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif 

Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data 

dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing) dan sistematisasi data (sistematizing). 

Sedangkan analisa data dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 

komparatif.  

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pengelolaan wakaf produktif pada 

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung pada saat ini harta wakaf yang diproduktifkan adalah 

uang yang dikelola dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak kedua dengan cara bagi hasil 

keuntungan. Sementara untuk tanah masih belum produktif dikarenakan masih diperlukan 

pembinaan para nazhir. Pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi 

Lampung sudah sejalan dengan hukum positif dan hukum ekonomi syari’ah. Pengelolaan wakaf 

produktif padan BWI Provinsi Lampung lebih condong kepada hukum positif, dikarenakan 

sumber hukum yang digunakan lebih banyak mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Wakaf Uang. 

Kata Kunci : Pengelolaan, Wakaf Produktif, Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syari’ah 
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MOTTO 

 

ۗ اِنَّ   َ عُدْوَانِۖ وَاتَّقُوا اللّٰه
ْ
اِثْمِ وَال

ْ
ى ال
َ
ا تَعَاوَنُوْا عَل

َ
بِر ِ وَالتَّقْوٰىۖ وَل

ْ
ى ال
َ
عِقَابِ ... وَتَعَاوَنُوْا عَل

ْ
َ شَدِيدُْ ال  اللّٰه

 (2: 5) المائۤدة/

“… dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, 

sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Qs. Al-Maidah/5:2) 
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BAB I 

PENDAHULIAN 

 

A. Penegasan Judul  

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini, dan menghindari 

kesalahpahaman, maka penulis perlu menjelaskan beberapa  kata  yang menjadi  judul  skripsi  

ini. Adapun  judul  skripsi yang dimaksudkan “Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif 

Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah”. Adapun uraian pengertian beberapa istilah yang 

terdapat dalam judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut: 

1. Pengelolaan menurut Soekanto adalah suatu proses yang dimulai dari proses 

perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya 

tujuan.
1
 

2. Wakaf Produktif yaitu harta yang dapat digunakan untuk kepentingan produksi baik 

di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa, yang manfaatnya bukan 

pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan 

wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
2
 

3. Perspektif adalah meninjau, pandangan, atau pendapat (sesudah menyelidiki atau 

mempelajari).
3
 

4. Hukum Positif atau Ius Constitutum adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara 

pada suatu saat tertentu. Misalnya, hukum Indonesia yang berlaku sekarang 

dinamakan Ius Constitutum (hukum positif), juga dinamakan tata hukum Indonesia.
4
 

5. Hukum Ekonomi Syariah menurut Muhammad Abdullah Al-‘Arabi adalah 

sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan 

                                                           
1
 Suryosubroto B, Proses Belajar Mengajar Di Sekolah (jakarta: rineka cipta, 1997), 87. 

2 Agustiano, Wakaf Produktif Untuk Kesejahteraan Umat (Jakarta: Niriah, 2008), 77. 
3 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Cet Ke- 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 3. 
4
 Soedjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 163-164. 
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Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan diatas landasan 

dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa.
5
  

B. Latar Belakang Masalah 

Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu 

diupayakan manusia dalam kehidupannya, Islam mengajarkan cara memperoleh dan 

mendistribusikan harta salah satunya dengan berwakaf. 

Menurut syara’ wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan 

dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan tasharruf atau memotong dalam penjagaannya 

atas mushrif atau pengelola yang dibolehkan adanya.
6 

Wakaf merupakan Ibadah maaliyah yang erat kaitannya dengan pembangunan 

kesejahteraan umat. Wakaf merupakan ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Dalam sejarah, 

wakaf telah memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan kesejahteraan msyarakat, baik 

di bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan sosial, pengalaman ilmu pengetahuan, 

penuntasan kemiskinan, peningkatan sumber daya insan dan pemberdayaan ekonomi umat 

sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat serta peradaban manusia.
7
 

Istilah wakaf telah lama dikenal di Indonesia, wakaf memiliki potensi yang cukup besar 

sebagai upaya  penuntasan kemiskinan. Namun sejauh ini belum dikelola dengan maksimal. Hal 

ini disebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf. Sejauh ini mereka 

memahami wakaf hanya sebatas benda-benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang 

diperuntukkan untuk tempat ibadah, kuburan, pondok pesantren, dan rumah yatim piatu dan 

masyarakat belum mengenal adanya wakaf yang dapat diproduktifkan.
8
 Padahal, nilai ibadah itu 

                                                           
5 Neni Sri Imaniyati, Perbankan Syariah Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi (Bandung: Mandar Maju, 2013), 18. 
6 Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, Al-‘Iqna Fi Hall Al-Alfadzh Abi Syuza (Indonesia: Dar al-Ihya al-Kutub, 1994), 

319. 
7  “REKOMENDASI WORKSHOP NAZHIR PROFESIONAL Badan Wakaf Indonesia (BWI),” 2008, 

https://www.bwi.go.id/233/2008/08/14/nazhir-gagas-12-rekomendasi-wakaf-produktif/. (Diakses Pada 12 Desember 2022 Pukul 

19.55) 
8 Gatot Bintoro Putro Aji and Darania Anisa, “Implementasi Wakaf Produktif,” Jurnal Asas 12, no. 1 (2006): 131–46, 

https://media.neliti.com/media/publications/379469-none-f5578410.pdf. 
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tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat 

perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak 

mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan 

bagian dari ibadah juga. 

Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa 

diwakafkan masih dipahami sebatas benda tidak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga 

bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak 

kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II/Pasal 16/Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Tahun 2002 tentang wakaf uang.
9
 

Munculnya paradigma wakaf produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu 

upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang 

profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.
10

 Istilah wakaf produktif sendiri 

belum dikenal pada masa dahulu walaupun esensinya telah ada sejak syari’ah wakaf pada masa 

Rasulullah SAW. 

Wakaf produktif adalah wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik 

dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda 

wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan 

kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf. Dalam hal ini, wakaf produktif 

diolah untuk dapat menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan 

sesuai dengan tujuan wakaf.
11

  

Wakaf produktif memiliki dua visi sekaligus yakni menghancurkan ketimpangan struktur 

sosial dan menyediakan lahan subur untuk menyejahterakan umat. Wakaf produktif sangat 

                                                           
9 Abdurrohman Kasdi, “Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif),” Jurnal Zakat 

Dan Wakaf 3, no. 1 (2016): 1–17. 
10 Jaih Mubarok, Wakaf Produktif (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 16. 
11 Suhairi, Wakaf Produktif (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39. 
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berdimensikan sosial. Wakaf jenis ini lebih cocok dengan realita umat Islam saat ini yang 

menghadapi masalah kemisikinan, keterbelakangan dan  kebodohan.
12

 

Pengelolaan  wakaf di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Setidaknya ada 

tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia, antara lain :
13

 

1. Periode  tradisional, dimana  pada  periode  ini  wakaf  masih ditempatkan sebagai 

ajaran murni yang dimasukkan dalam kategori ibadah mahdhah. 

2. Periode semi profesional, dimana pengelolaan wakaf mulai  dikembangkan  pola  

pemberdayaan  wakaf  secara  produktif, meskipun belum maksimal. Sebagai contoh 

menambah bangunan gedung untuk pertemuan. 

3. Periode profesional, periode dimana potensi wakaf di Indonesia sudah mulai dilirik 

untuk diberdayakan secara profesional dan dikelola secara poduktif. Profesionalisme 

yang dilakukan meliputi benda wakaf bergerak seperti uang, saham dan surat 

berharga. 

Kelahiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan perwujudan amanat yang 

digariskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Kehadiran BWI 

adalah untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia. Untuk pertama kali, 

keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden 

(Kepres) Nomor 75/M/2007, yang ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 13 Juli 2007. BWI adalah 

lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan 

tugasnya bersifat bebas dari pengaruh kekuasaan manapun serta bertanggung jawab kepada 

masyarakat. Berdasarkan dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi yang 

sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan 

                                                           
12 Hotman Hotman, “Wakaf Produktif Solusi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung 

Inten Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur),” Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah 9, no. 02 (2021): 

121, https://doi.org/10.32332/adzkiya.v9i02.3806. 
13 Suhairi, Wakaf Produktif, 4. 
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untuk menyelenggarakan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional, terkait pengelolaan 

harta wakaf yang bersifat nasional maupun internasional, maupun pembinaan terhadap nazir.
14

 

Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung berdiri pada tahun 2014 dan dikukuhkan pada 

tahun 2015 di Lampung. Lahirnya lembaga wakaf di Provinsi Lampung untuk terciptanya 

pengelolaan dan pengembangan wakaf yang produktif dan menghasilkan. Badan Wakaf 

Indonesia Provinsi Lampung mengadakan pengukuhan di aula Kementrian Agama Provinsi 

Lampung, pengukuhan dilakukan oleh ketua Badan Wakaf Provinsi Lampung H. Ikhsan 

Harianto. 

BWI Provinsi Lampung merupakan suatu amanah Undang-Undang yang diharapkan 

dapat memberikan kemajuan dan tata kelola pengembangan wakaf yang dapat memberikan 

kesejahteraan masyarakat khususnya Provinsi Lampung. Mengingat wakaf di Provinsi Lampung 

sangat strategis dan dinamis yang terus dapat berkembang serta memberikan manfaat yang 

positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang wakaf dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.  

Anggota atau pengurus BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia. 

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah membahas 

bagaimana Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi 

Syariah dan sub-fokus penelitian pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi 

Lampung? 

                                                           
14 “Sejarah Badan Wakaf Indonesia,” n.d., https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/sejarah-badan-wakaf-

indonesia/#:~:text=Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah,dan memajukan perwakafan di Indonesia. (Diakses Pada 15 Desember 

2022, Pukul 20.14 WIB) 
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2. Bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang 

pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia 

Provinsi Lampung; 

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap 

pengelolaan wakaf Produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitiaan ini adalah : 

1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap 

penelitian selanjutnya, dalam bidang mu’amalah khususnya kajian mengenai pengelolaan 

wakaf produktif. 

2. Secara Praktis  

a. Bagi Peneliti 

Bagi penulis penelitian ini dapat menambah wawasan serta ilmu yang nantinya 

bisa dipraktikkan atau digunakan ditengah masyarakat dimana penulis berada dan untuk 

memenuhi syarat akademik yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) 

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan 

Lampung. 

b. Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 

Penelitian ini dapat menambah daftar koleksi pustaka untuk bahan bacaan dan 

kajiaan mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, khususnya 

mahasiswa Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah). 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan  

Literatur yang menjadi sumber referensi penulisan skripsi ini berupa jurnal dan skripsi 

yang topiknya hampir serupa, namun memiliki persamaan dan juga perbedaan dari sisi 

pembahasan. Menurut sudut pandang inilah kita dapat melihat persamaan dan juga perbedaan 

dengan memahami penjelasan di bawah ini: 

Skripsi Nur Azizah, 2018, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung “Pengelolaan 

Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” wakaf merupakan suatu 

ibadah yang disyari’atkan oleh Allah SWT. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil 

manfaatnya dalam jangka panjang yang sesuai dengan syari’at islam. Penelitian ini dilaksanakan 

di Desa Sinar Banten merupakan salah satu desa yang memiliki banyak bangunan yang didirikan 

diatas tanah wakaf. Wakaf yang ada di Desa Sinar Banten belum banyak dikelola secara 

produktif karena sebagian besar wakaf diperuntukkan untuk tempat ibadah, seperti masjid dan 

mushola. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan wakaf 

produktif untuk meningkatkan kesejahteraan umat di Desa Sinar Banten, Kecamatan Bekri, 

Kabupaten Lampung Tengah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Sinar Banten 

untuk pengelolaan wakaf khususnya TK Nurul Hidayah sudah cukup baik. Terlihat dari upaya 

yang dilakukan nazir dengan tetap menjaga estitensi sekolah tersebut, menjadikannya sebagai 

tempat pendidikan yang menjadi tujuan pertama. Kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar 

tanah wakaf dalam hal pendidikan sudah dapat dirasakan peningkatannya. Meski belum 

sepenuhnya meningkatkan, tetapi adanya wakaf yang dibangun TK ini sedikit lebihnya sudah 

mampu meningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan dan sedikit dibidang ekonomi.
15

 

Perbedaan dari skripsi diatas penulis membahas tentang pengelolaan wakaf produktif 

untuk meningkatkan kesejahteraan umat, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas 

tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum islam dan hukum positif. 

                                                           
15 Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat,” Institut Agama Islam Negeri 

Metro Lampung, 2018. 
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Skripsi Mutia Ulfah, 2019, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung “Analisis 

Manajemen pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf” potensi 

wakaf produktif merupakan suatu kekuatan atau kemampuan yang ada pada wakaf yang masih 

belum diberdayakan untuk menambah nilai manfaat dari harta wakaf tersebut. Manajemen harta 

wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan aset ekonomi masyarakat yang ada dalam 

harta wakaf. Dengan demikian harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan 

peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan. Permasalahan dalam penelitian 

ini adalah penulis ingin mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan wakaf dan pemanfaatan 

harta wakaf di masjid Al-Furqon Bandar Lampung. Hasil dari penelitian ini adalah masjid yang 

seharusnya menghasilkan wakaf yang produktif itu nyatanya belum dapat memberikan 

kontribusi kepada masyarakat. Hasil dari wakaf tersebut lebih diutamakan untuk kepentingan 

operasional masjid saja dan pemanfaatan harta wakaf di masjid tersebut masih sangat belum 

efektif.
16

 

Perbedaan dari skripsi diatas penulis membahas tentang analisis manajemen pengelolaan 

wakaf produktif dalam meningkatkan pemanfaatan harta wakaf, sedangkan dalam penelitian ini 

penulis akan membahas tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum islam dan 

hukum positif. 

Jurnal An’im Fattach dan Maskun, 2022, Universitas Lamongan, “Konsepsi Strategis 

Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis Syariah” pengembangan harta 

wakaf merupakan hal baru dalam perwakafan Indonesia, mengingat wakaf selama pengelolaan 

masih bersifat konvensional dan tradisional yang peruntukannya masih terbatas pada keperluan 

sarana peribadatan dan sosial keagamaan. Sehingga walaupun harta wakaf berupa tanah yang 

jumlahnya cukup banyak namun belum dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan 

umat. Hasil dari penelitian ini adalah strategi riil dalam mengembangkan tanah-tanah wakaf 

                                                           
16 Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf 

(Studi Pada Pengurus Nazhir Wakaf Di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung),” Skripsi, 2019. 
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produktif diantaranya nazhir harus menjalin kemitraan usaha dengan pihak-pihak lain yang 

mempunyai modal dan ketertarikan usaha sesuai dengan posisi tanah strategis yang ada dengan 

nilai komersialnya cukup tinggi. Jalinan kerja sama ini dalam rangka menggerakkan seluruh 

potensi ekonomi yang dimiliki oleh tanah-tanah wakaf tersebut. Sistem kerja sama  dengan pihak 

ketiga tetap harus mengikuti sistem syariah.
17

 

Perbedaan dari jurnal diatas penulis membahas tentang konsep strategis pengembangan 

wakaf produktif melalui investasi berbasis syariah, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan 

membahas tentang pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum islam dan hukum 

positif. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah tata cara ataupun proses bagaimana suatu penelitian itu dapat 

dilaksanakan.
18

 Untuk mendapatkan data dan informasi yang di butuhkan dalam penulisan 

skripsi  maka di dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian 

lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa 

yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.
19

 

Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif 

yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.
20  

Tujuan 

penelitian lapangan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang 

                                                           
17 An’im Fattach and Maskun Maskun, “Konsepsi Strategis Pengembangan Wakaf Produktif Melalui Investasi Berbasis 

Syariah,” Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA) 3, no. 2 (2022): 51–65, 

http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/MAZAWA/article/view/784. 
18  Susiadi AS, Metode Penelitian (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan- LP2M IAIN Raden Intan 

Lampung, 2015), 19. 
19 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial (Bandung: Mandar Maju, 1996), 32. 
20 Lexy J Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Remaja Rosadakarya, 2007), 26. 
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keadaan sekarang, dan interaksi lingkuangan suatu unit sosial, individu, kelompok, 

lembaga atau masyarakat.
21

 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang 

menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada dengan cara 

mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa.
22

 Sedangkan metode 

yang digunakan adalah metode komparatif. 

Metode komparatif yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh dari 

perpustakaan yang merupakan data kualitatif tentang penapat para ahli tafsir dan 

hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan 

terhadap suatu ide.
23

 

2. Sumber Data 

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama kalinya seperti 

observasi, wawancara, dan catatan yang dapat di selesaikan melalui sebuah 

penelitian.
24

 Sumber data primer pada penelitian diperoleh peneliti melalui pihak-

pihak yang berkaitan dengan pengelola wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia 

Provinsi Lampung.  

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Namun, data-data ini mendukung 

                                                           
21 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 46. 
22 Hadari Nawawi, Metodologi Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), 31. 
23 Suharsimi Arikuntio, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3. 
24 Husein Umar, Metode Penelitain Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 42. 
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pembahasan dari penelitian ini.
25

 Data sekunder di dalam penelitian diperoleh dari 

artikel, jurnal, buku dan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi  

Populasi merupakan situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu tempat 

(place), pelaku (actor), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis.
26

 

Dalam kegiatan ini penulis akan melakukan wawancara dengan pengurus Badan 

Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. Jumlah populasi yang ada berdasarkan susunan 

kepengurusan BWI masa jabatan tahun 2021-2024 menurut surat keputusan ketua 

badan pelaksana Badan Wakaf Indonesia Nomor 016/BWI-P.Lpg/VII/2022 

berjumlah 11 anggota. 

b. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap 

bisa mewakili populasi yang diteliti.
27

 Pada penelitian ini pengambilan sampel akan 

menggunakan teknik purposive sampling, yang merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.
28

 

Pertimbangan tertentu ini seperti ketua, sekertaris, dan divisi pembina nazhir 

dan pengelola wakaf yang ada di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

Sehingga akan memudahkan untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. 

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 3 orang. 

 

 

                                                           
25 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. Ke-4 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 225. 
26 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2017), 297. 
27 Ibid, 118. 
28 Ibid, 300. 
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4. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan 

untuk menjawab rumusan masalah penelitian.
29  

Teknik kualitatif menghasilkan 

deskripsi lisan untuk menggambarkan kekayaan dan kompleksitas kejadian yang terjadi 

dalam rancangan alamiah dari sudut pandang partisipan.
30

 

Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kancah penelitian 

kualitatif adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan focus group discusion. 

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data primer yang bersumber 

langsung dari responden penelitian dilapangan.
31

 Dalam praktiknya model penelitian 

dengan teknik observasi penulis sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang 

berkaitan dengan masalah yang hendak diteliti. Dalam penelitian ini penulis akan 

mewawancarai pengurus Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

b. Dokumentasi  

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

mempelajari catatan-catatan atau dokumen.
32

 Dalam hal ini penulis mengumpulkan 

data-data, catatan-catatan serta dokumen yang diperoleh dari wawancara dengan 

pengurus BWI Provinsi Lampung. 

 

 

                                                           
29 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 138. 
30 Uhar Suharsa Putra, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, Dan Tindakan (Bandung: Rafika Aditama, 2012), 208. 
31 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 95. 
32 Panky Pradana Sukandar and Rahardja, “Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Dan Dewan Komisaris Serta Ukuran 

Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Consumer Good Yang 

Terdaftar Di Bei Tahun 2010-2012),” Diponegoro Journal Of Accounting 3, no. 3 (2014): 1–7, 

https://media.neliti.com/media/publications/73611-ID-analisis-pengaruh-corporate-governance-d.pdf. 
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5. Metode Pengolahan Data 

Setelah terkumpul kemudian data diolah, pengolahan data pada umumnya terbagi 

menjadi dua yaitu: 

a. Pemeriksaan Data 

Yaitu memeriksa kelengkapan data yang sudah terkumpul kemudian di 

periksa kembali apakah data-data yang terkumpul sudah relevan dengan masalah 

yang ada di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

b. Sistematisasi Data 

Yaitu mensistematisasi serta menjabarkan secara deskriptif mengenai hal-hal 

yang akan didata yaitu tentang pengelolaan wakaf produktif di Badan Wakaf 

Indonesia Provinsi Lampung dengan metode kualitatif untuk mengetahui bagaimana 

sistem pengelolaan wakaf produktif. 

6. Analisis Data 

Noeng Muhadjir mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari 

dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya 

sebagai temuan bagi orang lain.
33

 Data yang diperoleh dilapangan selanjutnya di analisa 

dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan pendekatan komparatif. 

Pengembangan kualitatif yang bersifat induktif yaitu pengembangan konsep berdasarkan 

data yang ada.
34

 Metode komparatif yaitu suatu cara membandingkan data yang diperoleh 

dari perpustakaan yang merupakan data kualitatif tentang penapat para ahli tafsir dan 

                                                           
33  Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif,” Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17, no. 33 (2019): 81, 

https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374. 
34 Triadi Sya’dian, “Analisis Semiotika Pada Film Laskar Pelangi,” PROPORSI : Jurnal Desain, Multimedia Dan 

Industri Kreatif 1, no. 1 (2015): 51, https://doi.org/10.22303/proporsi.1.1.2015.51-63. 
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hukum satu dengan yang lainnya untuk menemukan persamaan dan perbedaan terhadap 

suatu ide.
35

 

I. Sistematika Pembahasan 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab kedua membahas mengenai gambaran secara umum yang membahas tentang 

pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, tujuan 

wakaf, wakaf produktif dalam hukum positif dan hukum ekonomi syariah, serta  membahas 

masalah umum pengelolaan wakaf. 

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan pengelolaan wakaf produktif di Badan 

Wakaf Indonesia Provinsi Lampung, yang mengurai mengenai gambaran umum lokasi 

penelitian yaitu di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung dan mengurai pengelolaan 

wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

Bab keempat merupakan analisis yang menjelaskan tentang analisa data hasil 

penelitian mengenai pengelolaan wakaf produktif dan analisa data penelitian tentang 

pengelolaan wakaf produktif dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah. 

Bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian 

kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan pengelolaan 

wakaf produktif pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung. 

  

                                                           
35 Suharsimi Arikuntio, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 3. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A.  Wakaf Secara Umum 

1. Pengertian Wakaf 

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab “waqafa” yang berarti “menahan” 

atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata “Wakafa-Yakifu-Waqafan” sama 

artinya dengan “Habasa-Yahbisu-Tahbisan” artinya mewakafkan.
36

 

Wakaf juga diartikan sebagai suatu jenis pemberian yang dilakukan dengan menahan 

harta baik secara abadi maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual 

dan memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya secara 

berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang disyariatkan 

oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat.
37

  

Dalam peristilahan syara’ secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang   

pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal (tahbisul asli), lalu menjadikan  

manfaatnya  berlaku umum. Tahbisul ashli adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak 

diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara 

pemanfaatannya adalah sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.
38

 

Para  ahli  fiqih  berbeda  dalam  mendefinisikan  wakaf  menurut istilah, sehingga 

mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf. Berbagai  pandangan tentang wakaf 

menurut istilah sebagai berikut: 

                                                           
36 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih Wakaf, Cetakan Kelima 

(Jakarta: Departemen Agama RI, 2007),1. 
37 Dr. Mundzir Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif (Jakarta: Khalifa, 2005), 157. 
38 Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Paradigma Baru Wakaf Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), 1. 
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a. Abu Hanifah 

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik wakif 

dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu 

maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif, bahkan ia dibenarkan menarik 

kembali dan ia boleh menjualnya. Jika wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan 

buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”, 

karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah : “tidak melakukan suatu 

tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik dengan 

menyedekahkan manfaatnya kepada  suatu  pihak  kebajikan  (sosial),  baik  sekarang  

maupun  akan datang”. 

b. Mazhab Maliki 

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang 

diwakafkan   dari kepemilikan namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan 

tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain. 

Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, 

tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian 

manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik wakif. Perwakafan itu 

berlaku untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf 

kekal (selamanya). 

c. Mazhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal 

Mazhab Syafi’i  dan  Ahmad  berpendapat  bahwa  wakaf  adalah melepaskan 

harta  yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur 

perwakafan wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, 

seperti : perlakuan pemilik dengan cara memindahkan  kepemilikannya kepada  yang 

lain,  baik  dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut 
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tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang 

diwakafkan tersebut kepada mauquf ‘alaih (yang diberi wakaf). Sebagai sedekah yang 

mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangan tersebut. Apabila 

wakif melarangnya, maka qadli (hakim) berhak memaksanya agar memberikannya 

kepada mauquf ‘alaih. Karena itu Mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak 

melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, 

dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.
39

 

Dalam kepustakaan sinonim waqf adalah habs, kedua-duanya kata benda yang berasal 

dari kata kerja waqafa dan habasa, artinya menghentikan, menahan sesuatu benda untuk 

diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Bentuk jamaknya adalah awqaf untuk waqf dan 

ahbas untuk habs. Perkataan habs atau ahbas biasanya dipergunakan di Afrika Utara di 

kalangan pengikut mazhab Maliki.
40

 

Istilah wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak musnah dan manfaatnya dapat 

diambil dan tanpa mengkonsumsi harta benda tersebut, dalam hal ini harta benda wakaf terdiri 

dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak meliputi hak atas tanah 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, baik yang 

sudah terdaftar maupun belum terdaftar, bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di 

atasnya, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas satuan rumah 

susun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, benda tidak 

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku.
41

 

Jadi pengertian wakaf  dalam  syari’at  Islam jika  dilihat  dari  perbuatan orang yang 

mewakafkan dapat dikatakan bahwa wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang 

                                                           
39 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Fiqih Wakaf, 3. 
40 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf (Jakarta: Universitas Indonesia, 1988), 80. 
41 Dahlia Haliah Ma’u, “Studi Analisis Terhadap Dinamika Pemikiran Fukaha Sunni Tentang Ibdal Dan Istibdal Benda 

Wakaf,” Al-‘Adalah XIII, no. 1 (2016). 
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dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya 

bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan. 

 Ada beberapa pendapat dari para ahli, menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib, 

wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan serta disertai dengan 

kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) tasharuf (penggolongan) dalam 

penjagaannya atau mushrif (pengelolaan) yang dibolehkan adanya.
42

 

Menurut Moh. Anwar yang dimaksud dengan wakaf adalah menahan sesuatu barang 

daripada dijual belikan atau diberikan atau dipinjamkan oleh yang punya guna dijadikan 

manfaat untuk kepentingan sesuatu tertentu yang diperbolehkan oleh syara’ serta tetap 

bentuknya dan boleh dipergunakan atau diambil hajatnya oleh orang yang ditentukan 

perorangan atau umum. 

Menurut Maulana Muhammad Ali dalam bukunya De Relegie Van den Islam memberi 

batasan, yang dimaksud dengan wakaf adalan penetapan yang bersifat abadi untuk memungut 

hasil dari barang yang diwakafkan guna kepentingan orang atau yang bersifat keagamaan, untuk 

tujuan amal. 

Sedangkan menurut Naziroedin Rachmat, wakaf adalah suatu barang yang sementara 

asalnya (zatnya) tetap, selalu berbuah, yang dapat dipetik hasilnya dan yang empunya sendiri 

sudah menyerahkan kekuasaannya terhadap barang itu dengan syarat dan ketentuan bahwa 

hasilnya akan dipergunakan untuk keperluan amal kebajikan yang diperintahkan syari’at.
43

 

Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa wakaf adalah 

perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda  

miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  jangka waktu  tertentu sesuai dengan 

kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.
44

 

                                                           
42 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah : Wakaf (Jakarta: Rajawali, 2014), 239. 
43 Rachmadi Usman, Hukum Perwakafan Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52. 
44 “Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (2004). 
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Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan 

hukum seseorang atau kelompok orang atau badan  hukum yang memisahkan  sebagian  dari 

benda miliknya  dan melembagakannya  untuk  selama-lamanya  guna  kepentingan  ibadah 

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.
45

 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat dipahami bahwa wakaf memberikan 

manfaat harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan 

ajaran syari’ah islam. Wakaf juga dapat diartikan sebagai pemberian benda yang tahan  lama  

kepada  penerima  wakaf  untuk  kepentingan  masyarakat yang hanya dapat diambil 

manfaatnya. 

2. Dasar Hukum Wakaf 

Dalam Al-Qur’an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi 

keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur’an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi 

para sahabat. Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Al-Qur’an 

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur’an yang menerangkan konsep wakaf secara 

jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para 

ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat Al-Quran 

yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah.
46

 Beberapa ayat Al-Qur’an dapat digunakan 

sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan 

menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya antara lain sebagai 

berikut: 

 

 

                                                           
45 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Kementerian 

Agama RI, 2018), 119. 
46 BWI, “Dasar Hukum Wakaf,” https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/(Diakses Pada 04 Februari 2023 Pukul 

21.53 WIB) 
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1) Q.S Al-Baqarah Ayat 261 

 ِ
 
ل
ُ
 فِيْ ك

َ
ْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِل نْ

َ
ةٍ ا مَثَلِ حَبَّ

َ
ِ ك هُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰه

َ
مْوَال
َ
ذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ ا

َّ
 ال
ُ
مَثَل

ُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ  ُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَاءُۤۗ وَاللّٰه ةٍۗ  وَاللّٰه ائَةُ حَبَّ ةٍ م ِ
َ
ْۢبُل   ٢٦١سُنْ

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah 

seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh 

tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi 

siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-

Baqarah [2]: 261) 

 

2) Q.S Ali Imran Ayat 92 

َ بِهٖ عَلِيْمٌ  وْنَۗ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰه بُّ حِ
ُ
ا ت ى تُنْفِقُوْا مَِِّ بِرَّ حَته

ْ
وا ال
ُ
نْ تنََال

َ
  ٩٢ل

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum 

kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu 

infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”. (Q.S. Ali Imran [3]: 

92) 

 

3) Q.S Al-Hajj Ayat 77 

 

يْرَ  خَ
ْ
وا ال

ُ
مْ وَافْعَل

ُ
عُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا رَبَّك

َ
مَنُوا ارْك

ٰ
ذِيْنَ ا

َّ
يُّهَا ال

َ
مْ يٰٓا

ُ
ك
َّ
عَل
َ
ل

  ٧٧تُفْلِحُوْنَۚ ۩ 

“Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, dan 

lakukanlah kebaikan agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Hajj [22]: 77) 

 

b. Hadist 

سَانُ انْقَطَعَ  :عن أبي هريرة رضي اللّٰ عنه: أن النبي صلى اللّٰ عليه وسلم قال
ْ
إِن
ْ
إِذَا مَاتَ ال

دٍ صَالِحٍ يَدْعُو
َ
مٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَل

ْ
اثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِل

َ
ا مِنْ ثَل

َّ
هُ إِل
ُ
هُ )رواه مسلم( عَمَل

َ
ل  
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“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara 

(yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR 

Muslim, No.1631).”
47

 

صَابَ 
َ
ابِ أ خَطَ 

ْ
نَ  عُمَرَ بْنَ ال

َ
ى الُلّٰ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الُلّٰ عَنْهُمَا أ

 َ
بِيَ  صَل تىَ النَ 

َ
رْضًا بِخَيْبَرَ فَأ

َ
أ

 قَطُ  
ً
صِبْ مَالا

ُ
مْ أ
َ
يْبَرَ ل رْضًا بِخَ

َ
صَبْتُ أ

َ
 الِلّٰ إِنِ ي أ

َ
 يَا رَسُول

َ
مِرُهُ فِيْهَا فَقَال

ْ
مَ يسَْتَأ

 َ
يْهِ وَسَل

َ
نْفََ  عَل

َ
 أ

 
َ
صْل
َ
سْتَ أ  إِنْ شِئْتَ حَبَ 

َ
مُرُ بِهِ قَال

ْ
نَ هُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأ

َ
قَ بِهَا عُمَرُ أ  فَتَصَدَ 

َ
قْتَ بِهَا قَال هَا وَتَصَدَ 

قَابِ وَفِي سَبِيلِ اللِّٰ  قُرْبَى وَفِي الرِ 
ْ
فُقَرَاءِ وَفِي ال

ْ
قَ بِهَا فِي ال  يُورَثُ وَتَصَدَ 

َ
ا يُوهَبُ وَلا

َ
ا يبَُاعُ وَل

َ
    ل

ى مَنْ وَلِيَ 
َ
 جُنَاحَ عَل

َ
يْفِ لا بِيلِ وَالضَ  بنِ السَ 

ْ
مَعْرُوفِ وَيُطْعِمُ غَيْرَ وَا

ْ
 مِنْهَا بِال

َ
ل
ُ
ك
ْ
نْ يَأ
َ
لٍ هَا أ مُتَمَوِ   

  ()رواه البخاري

“Dari Ibn Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, 

kemudian ia menemui Nabi Muhammad saw untuk meminta arahan. Umar berkata: 

‘Wahai Rasulullah saw, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, 

yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku 

dengan kekayaan itu?’ Nabi bersabda: ‘Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya 

dan bersedekah dengannya.’ Lalu Umar menyedekahkan tanahnya dengan persyaratan 

tidak dijual, tidak dihibahkan, dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan tanahnya 

untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, sabilillah, ibn sabil, dan 

tamu. Tidak berdosa bagi orang yang mengurusinya jika mencari atau memberi makan 

darinya dengan cara yang baik dan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR. Bukhari 

No. 2737).
48

 

c. Ijma’ Ulama 

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf sangat dianjurkan dalam Islam dan 

tidak satu pun diantara para sahabat yang menyangkal wakaf. Sedangakan menurut 

sahibul mazhab (Imam Abuhanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Ahmad bin 

Hambal) tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik, Imam Syafi’i 

                                                           
47 Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, Shahih Bukhari Muslim (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), 30. 
48 Ibid, 85. 
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dan Ahmad hukum wakaf adalah sunah (mandub). Menurut ulama Hanafiyah hukum 

wakaf adalah mubah (boleh). Sebab wakaf non muslimpun hukum wakafnya sah.
49

 

d. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf 

Peraturan tentang perwakafan tanah milik setelah Indonesia merdeka untuk 

pertama kali disebutkan dalam pasal 49 ayat (3) Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang meenegaskan bahwa perwakafan 

tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah. Sebagai pelaksanaan 

dari ketentuan ini, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik yang disusul dengan berbagai peraturan 

pelaksannannya. Maka telak terjadi suatu pembaruan dibidang perwakafan tanah, 

dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, diterbitkan, dan 

diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakikat dan tujuan 

perwakafan sesuai dengan ajaran Islam.
50

 

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik ini disempurnakan lebih lanjut dan pengturan dimuat dalam Buku III 

tentang Perwakafan dari Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan instruksi Presiden 

Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama nomor 145 Tahun 1991. Hukum 

perwakafan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini adalah hukum perwakafan 

yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 hanya hukum 

perwakafan tanah milik yang semuanya mengarah pada hukum perwakafan nasional. 

Dengan diterbitkannya peraturan tentang perwakfan tersbut, menunjukkan bahwa 

perwakafan di Indonesia mendapat perhatian besar dari pemerintah. Perhatian 

pemerintah ini lebih jelas lagi dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

                                                           
49 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah 

Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), 20. 
50  Dr.Fahruroji, Wakaf Kontemporer (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal 

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), 1. 
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2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
51

 

1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Untuk mengefektifkan pendayagunaan paranata keagamaan wakaf yang 

memiliki potensi dan manfaat ekonomi, dibentuk Undang-Undang Nomor 41 

Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada dasarnya ketentuan mengenai perwakafan 

berdasarkan syari’ah dan peraturan perundang-undangan dicantumkan kembali 

dalam undang-undang ini, namun terdapat pula berbagai pokok peraturan yang 

baru diantaranya:
52

 

a) Perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam akta 

ikrar wakaf dan didaftarkan serta diumumkan. 

b) Tidak ada pemisahan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan 

pemanfaatan harta benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli 

waris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan 

masyarakat umum sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. 

c) Harta benda yang dapat diwakafkan tidak terbatas pada tanah dan 

bangunan saja, namun diperluas kepada harta benda bergerak baik 

yang berwujud atau tidak berwujud yaitu uang, logam mulia, surat 

berharga, kedaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda 

bergerak lainnya.  

d) Peruntukan harta benda wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan 

sarana ibadah dan sosial tetapi juga diarahkan untuk memajukan 

kesejahteraan umum dengan cara mewujudkan potensi dan manfaat 

ekonomi harta benda wakaf. 

                                                           
51 Ibid, 2. 
52 Ibid, 3. 
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e) Nazhir perlu ditingkatkan kemampuannya agar mampu melaksanakan 

tugas-tugasnya dengan melakukan pembinaan terhadap nazhir. 

f) Untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nsional dibentuk 

Badan Wakaf Indonesia yang dapat mempunyai perwakilan di daerah 

sesuai dengan kebutuhan. 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menyebutkan bahwa wakaf 

adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda  miliknya  untuk  dimanfaatkan  selamanya  atau  untuk  

jangka waktu  tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah 

dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah. Perbuatan untuk menerahkan 

sebagian harta benda tersebut memiliki beberapa unsur, yaitu:
53

 

a) Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Wakif 

meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. 

b) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif 

untyuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 

Nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum. 

c) Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama 

dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi 

menurut syari’ah yang diwakafkan oleh wakif. 

d) Ikrar wakaf adalah pernyataan khendak wakif yang diucapkan secara 

lisan dan/atau tulisan kepdan nazhir untuk mewakafkan harta benda 

miliknya. 

e) Peruntukan harta benda wakaf adalah bagi sarana dan kegiatan 

ibadah, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak 

terlantar, yatim piatu, beasiswa, dan kemajuan kesejahteraan umum 
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lainnya yang tidak bertentangan dengan syari’ah dan peraturan 

perundang-undangan. 

f) Jangka waktu wakaf untuk benda wakaf tidak bergerak berupa tanah 

hanya dapat diwakafkan untuk jangka waktu selama-lamanya kecuali 

tanah hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai atas tanah 

negara, hak guna bangunan atau hak pakai diatas pengelolaan atau 

hak milik orang lain diwakafkan untuk jangka waktu tertentu sampai 

dengan berlakunya hak atas tanah berakhir. 

Mengenai harta benda wakaf, alam pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa 

harta benda wakaf terdiri dari : 

a) Benda bergerak, dan 

b) Benda tidak bergerak 

Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa benda tidak bergerak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  meliputi:
54

 

a) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum 

terdaftar. 

b) Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri diatas tanah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a. 

c) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah. 

d) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

e) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan 

peraturan perundang-undnagan yang berlaku. 
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Adapun pada ayat (3) pasal yang sama disebutkan bahwa benda bergerak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa 

habis karena dikonsumsi, meliputi : 

a) Uang 

b) Logam mulia 

c) Surat berharga 

d) Kendaraan 

e) Hak atas kekayaan intelektual 

f) Hak sewa 

g) Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syari’ah dan  peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Mengenai wakaf uang, karena pelaksanaannya melibatkan Lembaga 

Keuangan Syariah, maka dalam Undang-Undang Tentang Wakaf, wakaf uang 

diatur dalam bagian tersendiri. Dalam Pasal 28 Undang-Undang tersebut, 

disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui 

Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama. Kemudian pada 

Pasal 29 ayat (1) disebutkan pula bahwa wakaf benda bergerak berupa uang 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, dilaksanakan oleh wakif dengan 

pernyataan khendak yang dilakukan secara tertulis. Dalam ayat (2) pasal yang 

sama dinyatakan bahwa wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. 

Sedangkan dalam ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa sertifikat wakaf uang 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga 
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Keuangan Syariah kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta 

benda wakaf.
55

  

2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006  Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf memuat beberapa 

ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 21, Pasal 31, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 46, Pasal 

66, dan Pasal 68 yang perlu diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 

Beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai 

berikut :
56

 

a) Nazhir merupakan salah satu unsur wakaf dan memegang peranan 

penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf 

sesuai dengan peruntukannya. 

b) Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi, atau badan hukum 

yang wajib didaftarkan pada Menteri Agama melalui Kantor Urusan 

Agama atau perwakilan BWI yang ada di provinsi atau 

kabupaten/kota guna memperoleh tanda bukti pendaftaran nazhir. 

c) Kententuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh nazhir dan tata 

cara pendaftaran, pembverhentian, dan pencabutan status nazhir serta 

tugas dan masa bakti nazhir. 

d) Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis 

yang berisi pernyataan khendak wakif untuk berwakaf kepada nazhir. 

Pengaturan rinci tentang tata cara pelaksanaan ikrar wakaf dan harta 

benda yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan dalam 

majelis ikrar wakaf yang dihadiri oleh wakif, nazhir, dua orang saksi 
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serta wakil dari mauquf ‘alaih apabila ditunjuk secara khusus sebagai 

pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta benda 

wakaf menurut khendak wakif dapat mengetahui penyerahan harta 

benda wakaf oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola dan 

dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syari’ah.   

e) Pernyataan khendak wakif dalam majelis ikrar wakaf harus dijelaskan 

maksudnya, apabila apakah mauquf ‘alaih adalah masyarakat umum 

atau untuk kerabat berdasarkan hubungan darah (nasab) dengan 

wakif. 

f) Ketentuan mangenai wakaf benda tidak bergerak berupa tanah, 

bangunan, tanaman, dan benda bergerak lain yang terkait dengan 

tanah, wakaf benda bergerak berupa uang, dan benda bergerak selain 

uang. 

g) Kewenangan Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang yang 

telah ditunjuk oleh Menteri Agama berdasarkan saran dan 

pertimbangan Badan Wakaf Indonesia untuk menerima wakaf uang 

dan menerbitkan sertifikat wakaf uang yang selanjutnya menyerahkan 

wakaf uang tersebut kepada nazhir yang diutunjuk oleh wakif. 

h) Pengaturan mengenai tata cara pendaftaran harta benda wakaf 

dibedakan antara:  

(1) Tata cara pendaftaran harta benda wakaf tidak bergerak 

berdasarkan akta ikrar wakaf atau akta pengganti akta ikrar wakaf 

setelah memenuhi persyaratan tertentu.  
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(2) Tata cara pendaftaran wakaf uang melalui Lembaga Keuangan 

Syariah penerima wakaf uang yang atas nama nazhir menerbitkan 

sertifikat wakaf uang. 

(3) Tata cara pendaftaran wakaf benda bergerak selain uang melalui 

instansi yang berwenang sesuai dengan sifat benda bergerak 

tersebut.  

i) Pejabat Pembuat Akta lkrar Wakaf (PPAIW) berkewajiban 

menyampaikan akta ikrar wakaf kepada Menteri Agama melalui 

Kantor Urusan Agama dan perwakilan BWl agar dimuat dalam 

register umum wakaf yang diselenggarakan oleh Menteri Agama. Hal 

ini dimaksudkan untuk memenuhi asas publisitas hukum benda 

sehingga masyarakat dapat mengakses informasi tentang wakaf.  

j) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf ini diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
57

  

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, antara lain menjelaskan 

ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf. Perubahan status harta 

benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari 

Menteri Agama berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia. lzin tertulis 

dari Menteri Agama tersebut hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai 

berikut:  

a) Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan 

umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan 

dengan syari’ah. 
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b) Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf. 

c) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan 

mendesak.  

lzin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika harta benda penukar 

memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, dan nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan 

harta benda wakaf semula. Nilai dan manfaat harta benda penukar tersebut ditetapkan 

oleh Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari 

unsur: Pemerintah daerah kabupaten/kota, kantor pertanahan kabupaten/kota, MUI 

kabupaten/kota, Kantor Departemen Agama Kabupaten/kota, dan nazhir tanah wakaf 

yang bersangkutan. Nilai dan manfaat harta benda penukar dihitung sebagai berikut:
58

 

a) Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-

kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.  

b) Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk 

dikembangkan. 

Untuk melakukan penukaran harta benda wakaf, nazhir mengajukan permohonan 

tukar ganti kepada Menteri Agama melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat 

dengan menjelaskan alasan-alasan perubahan status/tukar menukar tersebut. Kepala KUA 

kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama 

kabupaten/kota. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima 

permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti telah 

disebutkan di atas, dan selanjutnya Bupati/Walikota setempat membuat surat keputusan. 

Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut 

dengan dilampiri hasil penilaian dari tim kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri 
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Agama. Menteri Agama memberikan atau tidak memberikan izin secara tertulis kepada 

nazhir yang bersangkutan.  

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa pelaksanaan penukaran harta benda wakaf 

hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas 

persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Badan Wakaf 

Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 

tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi terhadap Permohonan Penukaran/ Perubahan 

Status Harta Benda Wakaf.
59

 

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut ini 

akan dijelaskan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf : 

a. Rukun Wakaf 

Dalam istilah fiqih, rukun merupakan penyempurna sesuatu dan bagian dari 

sesuatu itu sendiri. Sedangkan menurut bahasa, rukun diterjemahkan dengan sisi yang 

terkuat atau sisi dari sesuatu yang menjadi tempat bertumpu.
27

 Wakaf memiliki empat 

rukun , yaitu : 

1) Orang yang memberikan wakaf (Wakif). 

2) Suatu atau harta yang diwakafkan (Mauquf Bih). 

3) Tempat berwakaf (Mauquf ‘alaih), yaitu tempat kemana diwakafannya harta itu. 

4) Akad (sighat), yaitu suatu pernyataan serah terima harta wakaf dari si wakif 

kepada mauquf ‘alaih. Kalau kepada orang tertentu hendaklah ada qobul, tetapi 

kalau wakaf untuk umum tidak disyaratkan qobul.
60 

Jadi, jika dalam rukun wakaf salah satu nya tidak ada maka akad tidak sah, 

karena dari keempat diatas harus lengkap. 
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b. Syarat Wakaf 

Rukun yang dikemukakan, masing-masing harus memenuhi syarat. Syarat wakaf 

juga memiliki peran penting dalam sah tidaknya suatu akad. Sehingga antara syarat dan 

rukun wakaf tersebut menjadi satu rangkaian  yang saling terkait dan melengkapi. 

Adapun syarat sah wakaf memiliki empat unsur bagi wakif, mauquf, mauquf ‘alaih dan 

sighat.  

1) Syarat Wakif  

Orang yang mewakafkan hartanya disebut wakif atau orang yang berwakaf. 

Sebagai subyek wakaf, wakif memiliki otoritas penuh terhadap harta yang ingin 

diwakafkan dan kebebasan khendak wakif terhadap pemanfatan harta yang 

diwakafkan itu atas dasar kemauan yang kuat tanpa paksaan apapun untuk 

melaksanakan amal baik sebagai bentuk shadaqah jariyah. Ibadah shadaqah jariyah 

oleh  Allah SWT dijanjikan pahala yang berkesinambungan, walaupun wakif telah 

meninggal dunia. 

Orang yang mewakafkan (wakif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau 

kamalul ahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan 

bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu :
61

  

a) Merdeka  

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, 

karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik 

itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, 

dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.  

b) Berakal Sehat  

 Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak 

berakal, tidak mumayyiz dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. 
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Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot) karena faktor usia, sakit atau 

kecelakaan.  

c) Dewasa  

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh) hukumnya 

tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula 

untuk menggugurkan hak miliknya. Baligh dalam perspektif fiqh adalah adanya 

tanda-tanda pada dirinya seperti mimpi bersenggama atau berumur 15-17 tahun. 

Baligh menurut Undang-Undang adalah di atas umur 17 tahun.  

d) Tidak Berada Dibawah Pengampuan  

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat 

kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Karena tujuan dari 

pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk 

sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain.  

2) Syarat Mauquf Bih 

Benda yang diwakafkan disebut dengan mauquf bih, sebagai objek wakaf, 

mauquf bih merupakan hal yang paling penting dalam perwakafan. Harta yang 

diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut:
62

 

a) Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam (benda bernilai); 

b) Diketahui dengan jelas ketika diwakafkan; 

c) Milik wakif;  

d) Terpisah, bukan milik bersama (musya’). 

3) Syarat Mauquf ‘Alaih  

  Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan menurut 

syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri 
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kepada manusia kepada Allah SWT. Karena itu mauquf ‘alaih haruslah pihak 

kebajikan.  Para fuqaha sepakat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang 

membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.   

Namun terdapat perbedaan pendapat antara para fuqaha mengenai jenis 

ibadah, apakah ibadah menurut pandangan Islam ataukah menurut keyakinan wakif 

atau keduanya, yaitu menurut pandangan Islam dan keyakinan wakif, antara lain:
63

  

a) Mazhab Hanafi mensyaratkan agar mauquf ‘alaih ditujukan untuk ibadah 

menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif.  

b) Mazhab Maliki mensyaratkan agar mauquf ‘alaih untuk ibadah menurut 

pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada syi’ar islam dan badan-badan 

sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar 

Islam.  

c) Mazhab Syafi’i dan Hambali mensyaratkan agar mauquf ‘alaih adalah ibadah 

menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu 

sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti 

penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam islam seperti 

masjid dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan 

sosial yang tidak sejalan dengan islam seperti gereja. 

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dengan syariat Islam. 

Syarat-syarat mauquf ‘alaih adalah qurbat atau pendekatan diri kepada Allah SWT. 

4) Syarat Sighat 

Sighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan dan isyarat dari orang yang berakad 

untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Wakaf tidak 

sah tanpa sighat. Shighat wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif  tanpa memerlukan 
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qabul dari mauquf ‘alaih. Begitu juga dengan qabul tidak menjadi syarat untuk 

berhkanya mauquf ‘alaih memperoleh manfaat harta wakaf yang tidak tertentu.
64

 

Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi 

wakaf. Ijab dapat berupa kata-kata. Bagi wakif yang tidak mampu 

mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan dan isyarat.
65

 

Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan 

wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat 

menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat 

tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak penerima wakaf untuk 

menghindari persengketaan di kemudaian hari.
66

  

Secara  garis  besar,  syarat  sahnya  shighat  ijab,  baik  lisan  maupun tuisan 

adalah:
67

 

a) Shighat harus munjaza (terjadi seketika/selesai). Maksudnya ialah sighat 

tersebut menunjukan terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat 

ijab diucapkan atau ditulis. 

b) Sighat tidak diikuti syarat bathil (palsu). Maksudnya ialah syarat yang 

menodai atau mencederai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yakni 

kelaziman dan keabadian. 

c) Sighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa 

wakaf tersebut untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah yang disyari’atkan 

untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari'at 

oleh karena itu hukumnya tidak sah. 

d) Tidak  mengandung  suatu  pengertian  untuk  mencabut  kembali wakaf 

yang sudah dilakukan. 
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Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana 

disebutkan diatas, kehadiran nazir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola 

harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazir sebagai  

salah  satu  rukun  wakaf,  namun  para  ulama sepakat  bahwa  wakif harus menunjuk 

nazir wakaf,  baik  yang  bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan 

nazir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terus, sehingga harta 

wakaf tidak sia-sia.  

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurusi wakaf 

mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya 

kedudukan nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf 

tergantung pada nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai  instrumen  penting  dalam  

perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf dapat 

memberdayakan sebagaimana mestinya. 

Mengingat salah satu tujuan wakaf adalah menjadikannya sumber dana yang 

produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu menjalankan tugas-tugasnya secara 

profesional dan bertanggungjawab. Apabila nazhir tidak mampu melaksanakan tugas 

atau kewajibannya maka pemerintah wajib menggantinya. 

Secara garis umum, syarat-syarat nazir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan 

yang ada. Para ahli fikih menetapkan, syarat-syarat yang pantas dan tidak kaku, seperti 

hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. kepantasan dan kemampuan 

melaksanakan tugasnya.
68

 

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana 

yang produktif, tentu memerlukan nazir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya 

secara professional dan bertanggung jawab. Apabila nazir tidak mampu melaksanakan 
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tugasnya, maka qadhi (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan 

alasan-alasannya. 

Fleksibilitas persyaratan nazir wakaf itu tergantung kebutuhan di lapangan. 

Kalau selama ini nazir wakaf perseorangan masih dipakai dan ternyata dalam 

pelaksanaannya tidak memberikan peran yang baik dalam pengelolaan wakaf, maka 

persyaratan nazir harus berupa badan hukum atau organisasi agar dapat memberdayakan 

benda-benda wakaf secara optimal.
69

 Untuk lebih jelasnya persyaratan nazir itu dapat 

diungkapkan sebagi berikut: 

a. Syarat Moral 

1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS (zakat, infak, sedekah) baik dalam 

tinjauan syari’ah maupun Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. 

2) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan 

dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf. 

3) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha. 

4) Memiliki kecerdasan, baik emosional maupun spiritual. 

b. Syarat Manajemen 

 
1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership. 

2) Visioner. 

3) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual, sosial dan 

pemberdayaan. 

4) Professional dalam bidang pengelolaan harta. 

c. Syarat Bisnis 

 
1) Mempunyai keinginan. 

2) Mempunyai pengalaman. 

3) Memiliki ketajaman melihat peluang usaha. 
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Berdasarkan persyaratan yang telah dikemukakan di atas menunjukan bahwa 

nazir menempati pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf, yaitu 

berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta 

wakaf yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas berfungsi 

atau tidaknya wakaf tergantung dari peran nazir.
70

 

4. Macam-Macam Wakaf 

Wakaf terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, batasan waktunya, 

dan penggunaan barangnya.
71

 

a. Wakaf Berdasarkan Tujuannya 

1) Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), merupakan wakaf yang sangat 

tegas untuk kepentingan keagaamaan dan kemasyarakatan (kebijakan umum), seperti 

wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, 

rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya. Dalam tinjauan kegunaannya, wakaf 

jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli karena 

tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaatnya. Jenis wakaf inilah yang 

sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri secara umum. 

Dalam wakaf jenis ini juga wakif dapat mengambil manfaat dan harta yang 

diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka wakif boleh beribadah disana. Atau contoh 

lain mewakafkan sumur, maka wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut 

sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya 

yaitu Utsman Bin Affan. 

Secara substansinya wakaf inilah yang merupakan salah satu dari membelanjakan 

(memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat dari manfaat 

kegunaannya, wakaf tersebut merupakan salah satu sarana pembangunan baik 
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dibidang keagamaan khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, 

keamanan, dan sebagainya.
72

 

2) Wakaf ahli (dzurri), merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, 

seseorang atau lebih, keluarga atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan 

sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakaf sah dan yang berhak 

mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam 

satu segi, wakaf dzurri ini sangat baik karena wakif akan mendapat dua kebaikan, amal 

ibadah wakafnya juga kebaikan silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf. 

3) Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan 

keluarga secara bersama-sama. 

b. Wakaf Berdasarkan Batasan Waktunya 

1) Wakaf  abadi yaitu,  apabila  wakafnya  barang  yang  bersifat  abadi, seperti tanah 

dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif 

sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya untuk disalurkan 

sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti 

kerusakannya. 

2) Wakaf  sementara yaitu,  apabila  barang  yang  diwakafkan  berupa barang yang 

mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian 

yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan  oleh  keinginan  wakif    yang  

memberi  batasan  waktu ketika mewakafkan barangnya. 

c. Wakaf Berdasarkan Penggunaan Barangnya 

1) Wakaf langsung yaitu, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai 

tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar, rumah 

sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya. 
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2) Wakaf produktif yaitu, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan 

produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf. 

5. Tujuan Wakaf 

Adapun tujuan wakaf diantaranya :
73

 

a. Sarana dan kegiatan ibadah. 

b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. 

c. Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa. 

d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat. 

e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertenntangan dengan syariah dan 

peraturan perundang-undangan. 

B. Wakaf Produktif 

1. Pengertian Wakaf Produktif 

Wakaf produktif merupakan bentuk pengembangan paradigma wakaf. Wakaf 

produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam 

kegiatan produksi dan hasilnya di salurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah 

untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.
74

 

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang dapat digunakan untuk  

kepentingan  produksi  baik  dibidang  pertanian,  perindustrian, perdagangan dan jasa yang 

manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dari 

hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan 

wakaf.
75

 

Wakaf produktif merupakan skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu 

dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat  yang  

berkelanjutan.  Dimana  donasi  wakaf  ini  dapat  berupa  harta benda bergerak seperti uang 
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dan logam mulia, maupun benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Keuntungan 

dari wakaf produktif ini diharapkan dapat mendukung dan membiayai fungsi pelayanan 

sosial wakaf. 

Muhammad Syafi’i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah 

pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu pola manajemen wakaf yang 

terintegratif, asas kesejahteraan nazhir dan asas transformasi dan tanggungjawab.
76 

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif 

antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, 

perdagangan, agro bisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, 

pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, 

sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan 

syari’ah.
77

  

Untuk mengelola wakaf secara produktif, terdapat beberapa asas yang mendasarinya 

yaitu :
78

 

a. Asas keabadian manfaat. 

b. Asas pertanggungjawaban. 

c. Asas profesionalitas manjemen. 

d. Asas keadilan sosial. 

Pada dasarnya dalam pelaksanaannya, wakaf produktif memiliki dua dimensi yaitu 

dimensi religi dan dimensi sosoial ekonomi. Dimensi religi berarti wakaf yang dilakukan 

merupakan anjuran Allah yang perlu dilakukan setiap muslim. Hal ini merupakan bentuk 

ketaatan seorang muskim kepada Tuhannya, sehingga tindakan yang dilakukan yaitu wakaf 

akan mendapat pahala dari Allah SWT karena telah menaati perintah-Nya. Dimensi ini 
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menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan penciptanya yang dibebut hablun 

minallah. 

2. Indikator Wakaf  Dikatakan Produktif 

Secara teori untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari pengeloalaan tanah 

wakaf maka didalam pelaksanaannya harus dilakukan dengan baik diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Lembaga wakaf yang terakreditasi yang dinyatakan layak beroperasi hingga 

bermanfaat bagi lapisan masyarkat.   

b. Programnya yang bervariasi. 

c. Optimalisasi manfaat dapat memanfaatkan peluang yang ada bertujuan untuk 

menjadikan yang paling baik tanpa merugikan pihak manapun.  

d. Bentuk-bentuk pengelolaan kreatif, profesional dan akuntabel. Proses melakukan 

kegiatan tertentu dengan menggerakan tenaga orang lain sehingga membantu 

merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi misalnya memberikan pengawasan 

pada semua hal yang terlibat dalam kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.  

e. Sistem pengawasan yang baik Seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan 

sehingga membentuk suatu totalitas.  

f. Rencana strategis (Strategis Planing). Rancangan sesuatu yang akan dikerjakan tanpa 

membutuhkan waktu yang banyak.
79

 

Indikator wakaf diatas akan berkembang lebih baik melalui konsep pengelolaan 

yang terstruktur, terprogram, terencanakan dengan tujuan yang jelas dalam pengelolaan 

harta wakaf berdasarkan manajemen strategi pengelolaan wakaf. 

Karena itu, perlu adanya strategi khusus untuk pengelolaan kekayaan harta wakaf, 

agar harta wakaf benar-benar mempunyai nilai ibadah, juga nilai-nilai pengembangan 

bagi umat dan kemanusiaan, dengan demikian strategi melibatkan pengambilan 
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keputusan berjangka panjang dan rumit serta berorientasi masa depan dengan 

membutuhkan sumber daya yang besar dan partisipasi manajemen puncak.  

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola 

manajemen dan cara pelestarian wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya untuk 

perawatan yang dananya diperoleh dari luar benda wakaf, sebab wakaf seperti itu tidak 

bisa menghasilkan sesuatu dan tidak boleh dipergunakan untuk tujuan tersebut. 

Sedangkan wakaf produktif sebagian hasilnya dipergunakan untuk merawat dan 

melestarikan benda wakaf, dan selebihnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang 

berhak sesuai dengan tujuan wakaf.
80

 

Dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 22, harta benda 

wakaf hanya bisa diperuntukan bagi:  

a. sarana dan kegiatan ibadah.  

b. sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. 

c. bantuan kepada fakir miskin.  

d. kemajuan dan peningkatan ekonomi.   

e. kemajuan dan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah 

dan peraturan perundang-undangan.  

Adapun yang menjadikan kurang produktifnya harta wakaf (terutama tanah) 

 di Indonesia adalah ada anggapan bahwa tidak boleh menukar harta wakaf sekalipun harta 

tersebut tidak diambil manfaatnya lagi. Berkenaan dengan boleh atau tidaknya menukar harta 

benda wakaf dengan yang lainnya, memang mayoritas ulama berpendapat bahawa wakaf 

hanya terjadi apabila wakif mengeluarkan hartanya sebagai wakaf dalam jangka waktu yang 

tidak terbatas, dalam pengertian bendanya tidak boleh dijual, dihibahkan, diwarisi, 

digadaikan, dimiliki dan tidak boleh pula mbnggantinya. Akan tetapi ada pengecualian 

bahwa diperbolehkan untuk mengganti barang wakaf dengan sesuatu yang serupa dengan 

                                                           
80 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah : Wakaf (Jakarta: Rajawali, 2014), 240. 



44 
 

 

 

benda wakaf semula dan disertai dengan ketulusan niat dalam rangka mencari keridhoan 

Allah.
81

  

3. Harta Benda Wakaf  Produktif  

Pada umumnya semua harta benda mulai dari yang tidak bergerak maupun bergerak 

bisa dikelola secara produktif sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan Peraturan 

Perundang-undangan. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan 

dikuasai oleh wakif secara sah. Ada beberapa macam jenis wakaf yang bisa diproduktifkan, 

baik oleh nazhir perorangan ataupun organisasi, anatara lain: 

a. Benda Tidak Bergerak  

Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 

16 huruf a meliputi :
82

 

1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan baik 

yang sudah maupun yang belum terdaftar. 

2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud 

pada huruf a. 

3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.  

4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan.  

5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syari’ah dan peraturan 

Perundang-undangan. 

b. Benda Bergerak Selain Uang 

 Benda bergerak selain uang karena peraturan PerundangUndangan yang dapat 

diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah sebagai berikut :  
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1) Surat berharga yang berupa :  

a) Saham 

b) Surat Utang Negara 

c) Obligasi pada umumnya dan atau  

d) Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.  

2) Hak atas kekayaan intelektual yang berupa:  

a) Hak cipta;  

b) Hak merk;  

c) Hak paten;   

d) hak desain industri;  

e) Hak rahasia dagang;  

f) Hak sirkuit terpadu;  

g) Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau  

h) Hak lainnya.  

3) Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:  

a) Hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau  

b) Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.
83

 

c. Wakaf Uang 

Wakaf Uang adalah wakaf berupa uang yang dikelola secara produktif, hasilnya 

dimanfaatkan untuk mauquf alaih.
84

 Wakaf uang dalam bentuknya, dipandang sebagai 

salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang disini 

tidak lagi dijadikan alat tukar menukar saja. Wakaf uang dipandang dapat memunculkan 

suatu hasil yang lebih banyak.  
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Wahbah Az-Zuhaily dalam kitab Al-Fiqh Islamy Wa Adilatuhu, menyebutkan 

bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang yang menjadi modal 

usaha itu dapat bertahan lama dan mengandung banyak manfaat untuk kemaslahatan 

umat.
85

 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang 

tunai pada tanggal 11 Mei 2002 sebagai berikut :
86

 

1) Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh 

sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai.  

2) Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.   

3) Wakaf yang hukumnya jawaz (boleh). 

4) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan 

secara syar'i. 

5) Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan 

atau diwariskan. 

Selain Fatwa MUI diatas, pemerintah melalui DPR RI juga telah mengesahkan 

Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang didalamnya juga mengatur 

bolehnya wakaf berupa uang.
87

 

Pengelolaan wakaf uang ini memang tidak mudah, karena dalam pengelolaannya 

harus melalui berbagai usaha, dan usaha ini mempunyai risiko yang cukup tinggi. Oleh 

karena itu pengelolaan dan pengembangan benda wakaf, khususnya wakaf uang harus 

dilakukan oleh nazhir yang profesional. Dalam Pasal 9 disebutkan bahwa nazhir 

meliputi:
88
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1) Perseorangan 

2) Organisasi  

3) Badan hukum 

Dalam Pasal 10 disebutkan bahwa seseorang hanya dapat menjadi nazhir apabila 

memenuhi persyaratan: 

1) Warga negara Indonesia 

2) Beragama Islam  

3) Dewasa  

4) Amanah 

5) Mampu secara jasmani dan rohani 

6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum 

 

Untuk organisasi dan badan hukum hanya dapat menjadi nazhir apabila 

memenuhi persyaratan:  

1) Pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan nazhir perseorangan.  

2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

3) Organisasi atau badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, 

kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam.  

Adapun tugas nazhir dalam undang-undang tentang wakaf dengan jelas 

disebutkan dalam Pasal 11, yakni:
89

  

1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 

2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, 

fungsi dan peruntukannya.  
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3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. 

4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.  

Selain memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam Undang-Undang, 

dalam pelaksanaannya, agar nazhir dapat bekerja secara profesional dalam 

mengelola wakaf, maka nazhir khususnya nazhir wakaf uang juga harus 

memenuhi persyaratan lain sebagai berikut:  

1) Memiliki kompetensi dalam pengelolaan keuangan, meliputi:  

a) Pengetahuan di bidang keuangan syariah. 

b) Kemampuan untuk melakukan pengelolaan keuangan. 

c) Pengalaman di bidang pengelolaan keuangan.  

2) Memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pemberdayaan ekonomi umat. 

3) Memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan wakaf uang. 

4) Memillki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional nazhir 

wakaf uang yang sehat, transparan dan akuntabel. 

5) Memiliki dukungan kerja sama dengan manajer investasi sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.  

6) Memiliki reputasi keuangan dalam masyarakat, meliputi :  

a) Tidak termasuk dalam daftar kredit macet. 

b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau dihukum karena terbukti 

melakukan tindak pidana di bidang keuangan. 

c) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang 

dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitian perusahaan.  

d) Memiliki kekayaan yang terpisah dengan harta benda wakaf untuk 

operasional nazhir.  
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7) Memiliki rencana penghimpunan dan pengelolaan/pengembangan wakaf 

uang.  

8) Dapat bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf 

Uang (LKS-PWU).  

9) Memiliki sertifikat nazhir wakaf uang dari Badan Wakaf Indonesia.  

Dengan syarat-syarat yang demikian, diharapkan nazhir mampu mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya 

serta dilakukan secara produktif dan tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. 

Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, 

Badan Wakaf Indonesia telah menerbitkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf 

Bergerak Berupa Uang.
90

 

Selain wakaf uang, terdapat wakaf melalui uang yang sesungguhnya adalah 

wakaf barang dengan cara wakif menyerahkan atau memberikan uang kepada nazhir 

untuk dibelikan barang yang dihendaki oleh wakif atau sebagai kontribusi wakif pada 

program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif yang ditawarkan oleh nazhir. 

Berikut ini penjelasan yang lebih rinci mengenai wakaf uang dan wakaf melalui uang:  

1) Wakaf Uang  

Wakaf uang adalah wakaf berupa uang dalam bentuk rupiah yang dikelola 

secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf ‘alaih. Nazhir menghimpun 

wakaf uang dengan menyampaikan program pemberdayaan atau kesejahteraan umat 

(mauquf ‘alaih). Uang wakaf yang telah dihimpun diinvestasikan ke berbagai jenis 

investasi yang sesuai syari’ah dan menguntungkan. Hasil/keuntungan dari kegiatan 

investasi tersebut yang disalurkan kepada mauquf ‘alaih. Dalam wakaf uang, harta 

                                                           
90 Ibid, 7. 



50 
 

 

 

benda wakafnya adalah uang yang nilai pokoknya harus dijaga dan tidak boleh 

berkurang.  

2) Wakaf Melalui Uang  

Wakaf melalui uang adalah wakaf barang yang diberikan dengan uang oleh 

wakif sebagai kontribusi pada program/proyek wakaf baik sosial maupun produktif 

yang ditawarkan oleh nazhir.  

Nazhir menghimpun wakaf melalui uang dengan menyampaikan 

program/proyek wakaf baik untuk tujuan sosial maupun produktif. Uang yang telah 

dihimpun dibelikan barang/benda atau langsung digunakan untuk membiayai 

program/proyek wakaf yang ditawarkan nazhir kepada masyarakat.  

Wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli 

atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang. Barang yang dibeli 

dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang harus dijaga kelestariannya, tidak 

boleh dijual, diwariskan dan dihibahkan.
91

  

Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang secara lebih terperinci sebagai 

berikut:  

a) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif.  

b) Pengembangan atau investasi wakaf uang tidak terikat karena 

penghimpunannya tidak berbasis program/proyek wakaf tertentu.  

c) Wakaf melalui uang dapat dilakukan untuk tujuan sosial dan produktif.  

d) Pemanfaatan uang yang dihimpun dengan wakaf melalui uang terikat karena 

penghimpunannya berbasis program/proyek wakaf.  

e) Wakaf uang diinvestasikan, hasilnya/keuntungannya disalurkan untuk mauquf 

‘alaih.  
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f) Wakaf melalui uang untuk tujuan produktif, hasilnya disalurkan untuk mauquf 

‘alaih. Wakaf melalui uang untuk tujuan sosial, langsung dimanfaatkan sesuai 

dengan program/proyek sosial wakaf.  

g) Wakaf uang harta benda wakafnya adalah uang.  

h) Wakaf melalui uang harta benda wakafnya adalah barang/ benda yang dibeli 

atau dibiayai dengan dana yang berasal dari wakaf melalui uang.  

Bagi lembaga, organisasi atau yayasan yang akan menghimpun wakaf uang 

dan/atau wakaf melalui uang harus mendaftarkan diri kepada di BWI. Kemudian, untuk 

menghimpun wakaf uang dan/atau wakaf melalui uang, nazhir membuka rekening di 

Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Dana wakaf yang ada 

di rekening nazhir di LKS-PWU dikelola oleh nazhir sesuai dengan kesepakatan antara 

nazhir dengan LKS-PWU.
92

  

Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf, nazhir perlu mendapatkan 

pembinaan. Oleh karena itu, dalam Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang 

Wakaf diamanatkan perlunya pembentukan Badan Wakaf Indonesia untuk memajukan 

dan mengembangkan perwakafan nasional, yang salah satu tugas dan wewenangnya 

adalah melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf.
93

  

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 48 menyebutkan 

bahwa BWI berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat 

membentuk perwakilan di provinsi dan atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. 

Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan 

wewenang: 
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a) Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan 

mengembangkan harta benda wakaf. 

b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan internasional. 

c) Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status 

harta benda wakaf. 

d) Memberhentikan dan mengganti nazhir. 

e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 

f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan di bidang perwakafan.  

Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

BWI dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, 

organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dianggap perlu. 

Hal lain yang diatur dalam Undang-Undang wakaf adalah mengenai perubahan status 

harta benda wakaf. Dalam Pasal 40 ditegaskan bahwa harta benda wakaf yang sudah 

diwakafkan dilarang:  

a) Dijadikan jaminan  

b) Disita  

c) Dihibahkan 

d) Dijual  

e) Diwariskan  

f) Ditukar, atau  

g) Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.  

Kemudian Pasal 41 menjelaskan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang tidak diwakafkan 
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digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) 

berdasakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak 

bertentangan dengan syari’ah. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf 

ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
94

  

Adapun prinsip wakaf yaitu prinsip keabadian dan prinsip kemanfaatan dapat 

ditemukan pada wakaf uang. Meskipun tidak dapat memelihara keabadian bentuknya 

fisik, namun nilai wakaf uang dapat dipelihara keabadiannya, tidak hilang atau lenyap 

sehingga prinsip keabadian dapat terpenuhi. Adapun prinsip kemanfaatan, jelas sekali 

bahwa wakaf uang sangat bermanfaat untuk kemaslahatan umat. 

Wakaf uang mudah dilakukan, bisa dilakukan secara tunai atau transfer 

kerekening nazhir, jumlah uang yang diwakafkan pun bebas boleh kecil, boleh juga besar 

sehingga membuka kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi wakif tanpa harus 

menunggu menjadi orang kaya (bandingkan dengan tanah yang harganya mahal sehingga 

hanya orang kaya saja atau tuan tanah yang bisa menjadi wakif). 

Selain mudah dilakukan dan terjangkau oleh siapapun, uang wakaf juga mudah 

dikelola dan dikembangkan baik untuk modal pembangunan maupun sebagai modal 

investasi yang manfaatnya atau keuntungannya diperuntukkan bagi mauquf ‘alaih.
95

 

4. Sejarah Wakaf Produktif 

Manajemen wakaf baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak telah banyak 

dilakukan oleh para sahabat Nabi.
96

 Menurut Munzir Qahaf, wakaf di zaman islam telah 

dimulai bersamaan dengan dimulainya masa kenabian di Madinah yang ditandai dengan 

pembangunan masjid quba, yaitu masjid yang dibangun atas dasar takwa sejak dari pertama, 

agar menjadi wakaf pertama islam untuk kepentingan agama. Peristiwa ini terjadi setelah 

Nabi hijrah ke madinah dan sebelum pindah ke rumah pamannya yang berasal dari bani 
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najjar. Kemudian disusul dengan pembangunan masjid nawawi yang dibangun diatas tanah 

anak yatim dari bani najjar setelah dibeli oleh Rasulullah dengan harga delapan ratus dirham. 

Dengan demikian, Rasulullah telah mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid.
97

 

Manajemen pengelolaan wakaf yang telah terjadi pada masa nabi dan sahabat hanya 

fokus pada wakaf tanah dan dikhususkan untuk masjid. Dalam pengelolaan harta wakaf tidak 

boleh menyimpang dari apa yang telah diwakafkan. Misalnya, benda tersebut telah 

diwakafkan untuk masjid maka tidak boleh digunakan selain masjid. Konsep wakaf pada 

periode klasik didominasi oleh wakaf konsumtif (langsung). Wakaf secara langsung yaitu 

wakaf tanah dalam bentuk masjid dan kuburan.
98

 

Pada tahun ketiga hijriyah Rasulullah SAW pernah mewakafkan ketujuh kebun 

kurmanya di wilayah Madinah, diantaranya adalah kebun A’raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan 

beberapa kebun lainnya.
99

 Wakaf lain yang dilakukan pada zaman Rasulullah adalah wakaf 

tanah Kahibar dari Umar bin Khattab. Tanah ini sangat disukai umar karena sangat subur dan 

banyak hasilnya. Namun demikian, ia meminta nasihat kepada Rasulullah SAW tentang apa 

yang seharusnya ia perbuat terhadap tanah itu, maka Rasulullah memerintahkan agar Umar 

menahan pokoknya dan memberikan hasilnya kepada fakir miskin, dan Umarpun melakukan 

hal itu. Peristiwa ini terjadi setelah pembebasan tanah Khaibar yang terlaksana pada tahun 

ketujuh hijriyah.
100

 

Peristiwa sejarah yang sangat penting dan mungkin bisa dianggap sebagai sebagai 

peristiwa wakaf terbesar dalam sejarah manusia, baik dari sisi pelaksanaan maupun perluasan 

pemahaman tentang wakaf adalah wakaf tanah yang dibebaskan oleh Umar Bin Khattab di 

beberapa Negara seperti Syam, Mesir dan Iraq. Hal ini dilakukan Umar setelah 

bermusyawarah dengan para sahabat, yang hasilnya adalah tidak boleh memberikan tanah 
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pertanian kepada para tentara dan mujahid yang ikut dalam pembebasan tersebut. Dengan 

mengambil dalil pada Q.S Al-Hasyr: 7-10, Umar memutuskan agar tanah-tanah tersebut 

dijadikan wakaf bagi umat Islam dan generasi Islam yang akan datang. Bagi para petani 

pengguna tanah-tanah ini dikenakan pajak yang dalam ekonomi Islam disebut pajak bumi.
101

  

Beberapa kawasan dunia Islam terdapat wakaf dalam satu atau lain bentuk dan 

negara-negara muslim modern mempunyai departemen yang mengurusi wakaf atau paling 

tidak departemen Islam/keagamaan di bawah mana urusan wakaf di tempatkan.
102

 

Hal ini menunjukkan betapa peran wakaf sebagai salah satu lembaga sosial Islam 

mendapatkan perhatian yang cukup serius dari para pemegang kebijakan dalam dunia Islam. 

Walaupun wakaf merupakan lembaga Islam yang hukumnya sunnah, namun lembaga ini 

dapat berkembang dengan baik dibeberapa negara misalnya Yordania, Bangladesh, Malaysia, 

Saudi Arabia dan Mesir. Wakaf di Mesir dikelola oleh Badan Wakaf Mesir yang berada di 

bawah kementrian wakaf (wizaratu al-auqaf) salah satu di antara kemajuan yang telah 

dicapai oleh Badan Wakaf Mesir adalah berperannya harta wakaf dalam meningkatkan 

ekonomi masyarakat. Hal ini disebabkan benda yang di wakafkan beragam, baik berupa 

benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang di kelola secara baik dan benar.
103

 

Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di Bank Islam (jika 

berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja.  

Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “shadr al-

Wuquf“ yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Demikian 

perkembangan wakaf pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah, wakaf telah memberikan 

pengaruh yang positif dalam kehidupan umat islam. Pengaruh positif dari perkembangan 
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wakaf era ini adalah semakin meluasnya peranan wakaf dan antusiasme masyarakat kala itu, 

sehingga munculah beberapa institusi pendukung diantaranya :
104

 

a. Didirikannya lembaga khusus bidang wakaf. 

b. Keterlibatan khalifah dan pemerintah dalam pengembangan. 

c. Monitoring dan pengawaasan oleh para hakim dalam pelaksanaan wakaf. 

Adapun pada masa Khalifah Bani Ayyubiyah di Mesir, perkembangan wakaf sangat 

pesat, hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semua dikelola dan 

menjadi milik Baitul Mal. Ketika Salahuddin Al-Ayyubi memerintah mesir, ia bermaksud 

mewakafkan tanah-tanah milik negara yang diserahkan kepada yayasan keagamaan dan 

yayasan sosial sebagimana yang dilakukan oleh Bani Fathimiyah sebelumnya, meskipun 

secara fikih para ulama masih berbeda pendapat tentang hukum mewakafkan haita Bait Al-

Mal.
105

 

Pada awal abad kedua hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhori bahwa 

Imam Az-Zuhri memfatwakan dan menganjurkan wakaf dinar dan dirham untuk 

pembanguna sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Beliau yang berpendapat 

bahwa dinar dan dirham (keduanya mata uang yang berlaku di Timur Tengah) boleh 

diwakafkan. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha (dagang), 

kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf.
106

 

Pada masa dinasti Mamluk orde Raja Al-Dzahir Bibers perwakafan dapat dibagi 

menjadi tiga kategori: pendapatan negara hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada 

orang-orang yang dianggap berjasa, wakaf untuk membantu haramain (fasilitas Makkah dan 

Madinah) dan kepentingan masyarakat umum. Sejak abad lima belas, kerajaan Turki Usmani 
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dapat memperluas wilayah kekuasaannya, sehingga Turki dapat menguasai sebagian besar 

wilayah negara Arab.
107

 

Kekuasaan politik yang diperoleh Turki Usmani ini secara otomatis mempermudah 

tersosialisasinya peraturan undang-undang perwakafan yang dikeluarkan pada tanggal 19 

Jumadil Akhir tahun 1280 H yang mengatur tentang tata cara pencatatan wakaf, sertifikat 

wakaf, cara pengelolaan wakaf, upaya mencapai tujuan wakaf, dan melembagakan wakaf 

dalam upaya realisasi wakaf dari sisi administrasi dan perundang-undangan.
108

 

Tahun 1287 H dikeluarkan undang-undang yang menjelaskan tentang kedudukan 

tanah-tanah kekuasaan Turki Usmani dan tanah-tanah produktif dan berstatus wakaf. Dari 

implementasi Undang-Undang tersebut, di Negara-negara arab masih banyak tanah yang 

berstatus wakaf dan dipraktikkan sampai sekarang. Sejak masa Rasulullah, masa 

kekhalifahan dan masa dinasti-dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan dari 

waktu ke waktu diseluruh negeri muslim.
109

 

Salah satu bentuk wakaf produktif dalam ijtihad ulama masa kini adalah bentuk 

wakaf uang yang belum lama dikenal di Indonesia. Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya 

sudah cukup lama dikenal dalam islam, yakni sejak zaman kemenangan dinasti mamluk. Para 

ahli fikih memperdebatkan boleh atau tidaknya wakaf uang ini. Sebagian ulama ada yang 

membolehkan, dan sebagian lagi melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang 

memadai. Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa imam mazhab, namun baru akhir-

akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif.  

Permasalahan yang muncul di berbagai tempat baik di Indonesia maupun di negara 

lain adalah cara pengelolaannya. Tidak jarang wakaf dikelola dengan manajemen yang 

kurang bagus sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau hilang. Padahal, 
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jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan membawa dampak 

yang begitu besar dalam masyarakat.
110

 

5. Wakaf Produktif dalam Hukum Positif 

Pelaksanaan wakaf di Indonesia sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama, dan 

bahkan sama usianya dengan masuk dan berkembangnya Islam di tanah air. Tanah-tanah 

tempat berdirinya masjid atau mushala kaum muslimin sejak masa lalu pada umummnya 

merupakan tanah wakaf dari umat Islam pada waktu itu, walaupun dalam pelaksanaannya 

belum memiliki aturan administratif seperti sekarang.
111

 

Pada tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru yaitu 

Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.  Undang-Undang ini terdiri dari 11 

(sebelas Bab dan 71 (tujuh puluh satu) Pasal, dengan rincian Bab I Kerentuan umum, Bab II 

Dasar-dasar wakaf, Bab III Mengenai pendaftaran dan pengumuman harta wakaf, Bab IV 

Perubahan status benda wakaf, Bab V Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, 

Bab VI Badan wakaf Indonesia, Bab VII Penyelesaian sengketa, Bab VIII Pembinaan dan 

pengawasan, Bab IX Ketentuan pidana dan sanksi administrasi, Bab X Ketentuan peralihan, 

Bab XI Ketentuan penutup.
112

 

Pembahasan ini difokuskan kepada Bab V tentang Pengelolaan dan pengembangan 

harta wakaf dan khususnya pengaturan harta benda wakaf dalam Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3. 

Selain itu bahwa Bab V merupakan pengembangan dari Undang-Undang wakaf sebelumnya 

yang mengatur tentang pengelolaan harta wakaf, dimana kewajiban nazhir diatur secara tegas 

sesuai dengan prinsip syari’ah dan pada Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa pengelolaan dan 

pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif.  
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Hak dan kewajiban nazhir dalam upaya mengembangan harta benda wakaf sesuai 

dengan tujuan, fungsi dan peruntukan wakaf yang dikelola berdasarkan prinsip syari’ah dan 

dilakukan secara produktif. Hal ini dimaksudkan agar terlaksananya asas keadilan, 

akuntabilitas dan transparansi. Ada lima prinsip syari’ah mengenai harta wakaf, yaitu:  

(1) Harta benda yang diwakafkan berupa tahan lama dan hasilnya dapat dikembangkan terus 

menerus, seperti tanah pertanian/peternakan/perikanan, bangunan/gedung, uang yang 

dapat diinvestasikan, sarana pendidikan, alat transportasi dan lain-lain. 

(2) Penerima manfaat wakaf harus kelompok masyarakat yang diinginkan oleh wakif dan 

nazir dapat mengembangkan manfaatnya.  

(3) Manfaat wakaf diberikan kepada fakir miskin dan bervariasi untuk kepentingan secara 

umum. 

(4) Pernyataan wakaf memiliki asas legalitas dan harus dituliskan dalam dokumen khusus di 

depan pejabat yang ditunjuk. 

(5) Pengelola (nazir) ditetapkan untuk menunjukkan bahwa wakaf bukan milik pribadi 

tetapi kekayaan publik.  

Prinsip 1 sampai 4 telah tertuang pada Undang-Undang perwakafan Indonesia 

sebelumnya, akan tetapi prinsip nomor 5 tersebut merupakan tambahan yang dituangkan 

pada Bab V dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut.
113

 

6. Wakaf Produktif dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah 

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang dapat berperan dalam 

pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Dalam sejarah, wakaf telah lama 

berperan penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. 

Diantaranya yang paling menonjol adalah perannya dalam membiayai berbagai 

pendidikan Islam dan kesehatan. Misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki, dan 

beberapa negara lainnya, pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana 
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pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. 

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf 

produktif untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagaaan.114
  

Konsep pelaksanaan wakaf produktif dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah 

harus memiliki fondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk 

kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia. Salah satu bentuk wakaf produktif dalam 

ijtihad ulama masa kini adalah bentuk wakaf uang memang belum lama dikenal di Indonesia. 

Padahal wakaf uang tersebut sebenarnya sudah cukup lama dikenal di dunia Islam, yakni 

sejak zaman kemenangan dinasti mamluk, para ahli fikih memperdebatkan boleh atau 

tidaknya uang, diwakafkan. Ada sebagian ulama yang membolehkan wakaf uang, dan 

sebagian ulama melarangnya, dan masing-masing mempunyai alasan yang memadai. 

Meskipun wakaf uang sudah dikenal pada masa Imam Mazhab, namun wakaf uang baru 

akhir-akhir ini mendapat perhatian para ilmuan dan menjadi bahan kajian intensif. Beberapa 

negara, wakaf uang sudah lama menjadi kajian, dan bahkan sudah dipraktikkan serta diatur 

dalam peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang terjadi diberbagai tempat baik di 

Indonesia maupun di negara lain adalah pengelolaannya, tidak jarang wakaf dikelola dengan 

manajemen yang kurang baik sehingga dapat mengakibatkan wakaf tersebut berkurang atau 

hilang. Padahal, jika wakaf uang ini diatur, dikelola, dan dikembangkan dengan baik akan 

membawa dampak yang begitu besar dalam masyarakat.
115

 

Dalam sistem ekonomi Islam, wakaf uang belum banyak dieksplorasi semaksimal 

mungkin, padahal wakaf uang sangat berpotensi untuk pemberdayaan ekonomi umat Islam. 

Karena itu institusi wakaf uang menjadi sangat penting untuk dikembangkan. Meskipun 

dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan 

masyarakat muslim, namun kita juga menjumpai berbagai kenyataan bahwa pengelolaan 

                                                           
114 Zulkifli, “Wakaf Tunai Dan Produktif Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” 
115 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. 93. 
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wakaf selain memperlihatkan berbagai kemajuan yang mengagumkan, tapi juga 

memperlihatkan berbagai penyelewengan. Oleh karenanya, strategi pengelolaan yang baik 

perlu diciptakan untuk mencapai tujuan diadakannya wakaf.  

Wakaf hendaknya dikelola dengan baik dan diinvestasikan ke dalam berbagai jenis 

investasi, khususnya kepada investasi riil yang bersifat produktif yang dapat menghasilkan 

keuntungan sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat banyak. 

Pengelolaan wakaf diserahkan kepada nazhir, baik dari pemerintah maupun masyarakat. 

Pengelolaan dana wakaf uang sebagai alat untuk investasi menjadi menarik, karena tujuan 

utama diinvestasikannya dana wakaf adalah untuk mengoptimalkan fungsi harta wakaf 

sebagai prasarana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sumber daya insani. 

Produktivitas dari wakaf uang dalam perspektif hukum ekonomi syari’ah, maka 

seharusnya pengelolaan wakaf uang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga wakaf harus 

mengarah pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat Indonesia yaitu pemenuhan 

kesejahteraan dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan 

pengembangan usaha kecil dan menengah.
116

  

 

C. Masalah Umum Pengelolaan Wakaf 

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wakaf belum berperan dalam 

memberdayakan ekonomi umat, diantaranya:
117

 

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf, hal ini disebabkan antara lain 

sebagai berikut: 

a. Ikrar wakaf, masih adanya praktik perwakafan secara lisan atas dasar saling percaya 

kepada seseorang atau lembaga tertentu, tanpa adanya bukti tertulis dan landasan 

                                                           
116 Fahmi Medias and Universitas Muhammadiyah Magelang, “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam” 4, 

no. February (2017), https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5. 
117 Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan Pemberdayaan Tanah 

Wakaf Produktif Strategis Di Indonesia, 66. 
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hukum. 

b. Harta yang boleh diwakafkan, masyarakat Indonesia pada umumnya masih 

memahami wakaf identik dengan benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. 

c. Pengelola wakaf, para wakif biasanya menunjuk secara acak sesuai dengan faktor 

kedekatan/kerabat untuk menjadi pengelola atas harta wakafnya, tanpa mengetahui 

kemampuan persis dari orang tersebut. 

2. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap wakaf, dipengaruhi beberapa faktor antara 

lain : 

a. Masyarakat belum sadar akan pentingnya fungsi wakaf dalam kehidupan dan 

kesejahteraan, baik masa sekarang dan masa yang akan datang. 

b. Penilaian masyarakat bahwa pengelolaan wakaf tidak profesional dan tidak amanah. 

c. Belum ada jaminan hukum yang kuat bagi wakif. Baik yang berkaitan dengan status 

harta wakaf, pola pengelolaan, pemberdayaan, dan pembinaan secara transparan. 

d. Belum ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa wakaf sangat penting bagi 

pembangunan sosial. 

e. Kurang sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga pengelola wakaf. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan pemaparan beberapa bab diatas, selanjutnya penulis akan memberikan 

kesimpulan sebagai jawaban permasalahan dari Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Perspektif 

Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung). 

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari yang penulis telah paparkan di atas adalah sebagai 

berikut : 

1. Harta benda wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Wakaf 

Pasal 16. Sementara pengelolaan wakaf produktif diatur dalam Undang-Undang Nomor 

41 Tahun 2014 Tentang Wakaf pada Pasal 43. Pengelolaan Wakaf Produktif Pada Badan 

Wakaf Indonesia Provinsi Lampung pada saat ini harta wakaf yang diproduktifkan adalah 

uang dengan jumlah Rp. 275,000,000.- (dua ratus tujuh puuluh juta rupiah) yang dikelola 

dengan cara menjalin kerjasama dengan pihak kedua dengan cara bagi hasil keuntungan. 

Sementara untuk tanah dengan jumlah luas 5.877,92 hektar masih belum produktif 

dikarenakan masih diperlukan pembinaan para nazhir.  

2. Dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syari’ah mengenai Pengelolaan 

Wakaf Produktif Pada Badan Wakaf Indonesia Provinsi Lampung sudah sejalan baik 

dengan hukum positif maupun hukum ekonomi syari’ah dan tidak melanggar syari’at. 

Namun hasil dari pengelolaan wakaf produktif pada BWI Provinsi Lampung belum 

tersalukan kepada penerima manfaat wakaf.  

Pengelolaan wakaf produktif pada Badan wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih 

condong kepada hukum positif, dikarenakan sumber hukum yang digunakan oleh Badan 

Wakaf Indonesia Provinsi Lampung lebih banyak mengacu kepada Undang-Undang 

Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 
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Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia Tentang, Wakaf uang. 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan simpulan yang telah di paparkan di atas dan pada akhir penyelsaiaan skripsi ini, 

maka penulis ingin mengajukan saran yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pembaca skripsi ini 

dengan harapan bisa di jadikan sebagai bahan rujukan (refrensi) dan sebagai sumber ilmu 

pengetahuan. Adapun saran tersebut yaitu : 

1. Pengelolaan harta wakaf perlu dikembangkan lagi khususnya tanah. Mengingat harta 

wakaf yang ada pada BWI Provinsi Lampung sangat banyak yang apabila 

diproduktifkan akan mendapatkan hasil yang sangat menjanjikan. Selain itu perlunya 

pembinaan dan pengembangan SDM para nazhir dalam pengelolaan harta wakaf 

terutama tanah agar tanah wakaf dapat diproduktifkan sehingga tujuan dari wakaf  dapat 

berjalan semestinya.  

2. Dalam pengelolaan wakaf produktif pada BWI Provinsi Lampung perlu adanya 

transparansi mengenai penyaluran hasil wakaf akan ditujukan kemana hasil dari 

pengelolaan wakaf produktif agar menghindari kesalahpahaman dikemudian hari. 
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